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Abstrak 

Artikel ini membahas strategi membangun ekonomi Indonesia ketika ketidakpastian global telah menjadi 
kondisi struktural yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, volatilitas keuangan dan komoditas, gangguan 
rantai pasok, perubahan iklim, serta percepatan kecerdasan buatan. Analisis menegaskan bahwa resiliensi 
makroekonomi Indonesia merupakan modal penting, tetapi belum memadai untuk mencapai peningkatan 
pendapatan per kapita, penciptaan pekerjaan produktif, dan transformasi menuju negara maju. Diperlukan 
paradigma stabilitas yang transformatif: kebijakan jangka pendek untuk melindungi daya beli dan sistem 
keuangan dipadukan dengan reformasi produktivitas, industrialisasi bernilai tambah, ketahanan pangan-
energi, pembangunan modal manusia, digitalisasi produktif, ekonomi hijau-biru, penguatan wilayah, serta tata 
kelola yang kredibel. Artikel mengusulkan arsitektur implementasi berbasis skenario, prioritas terbatas, 
indikator hasil, evaluasi independen, dan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta 
masyarakat. Kesimpulannya, keberhasilan Indonesia tidak ditentukan oleh kemampuan menghilangkan 
ketidakpastian, melainkan oleh kemampuan nasional untuk menyerap guncangan, menyesuaikan diri, dan 
mengubah perubahan eksternal menjadi peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: ketidakpastian global; ekonomi Indonesia; produktivitas; kebijakan fiskal; industrialisasi; 
transformasi digital; ketahanan pangan dan energi; modal manusia; tata kelola; pembangunan berkelanjutan 

Catatan Kontekstual 

Artikel ini menggunakan informasi makroekonomi yang tersedia hingga awal Agustus 2026. IMF 
memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 sekitar 5,0-5,1 persen, Bank Indonesia menempatkan prospek 
dalam kisaran 4,9-5,7 persen, dan data pemerintah menunjukkan pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 5,61 
persen. Perbedaan angka mencerminkan waktu publikasi, asumsi, serta metodologi yang berbeda. Karena 
ketidakpastian sangat tinggi, angka-angka tersebut dipakai sebagai rentang analisis, bukan kepastian tunggal. 
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Pendahuluan: Ketidakpastian sebagai Kondisi Struktural 

Ketidakpastian global pada pertengahan dekade 2020-an tidak lagi dapat diperlakukan sebagai gangguan 
sementara yang akan hilang setelah satu siklus bisnis. Ia telah berubah menjadi kondisi struktural yang 
dibentuk oleh fragmentasi geopolitik, rivalitas teknologi, perubahan iklim, volatilitas komoditas, ketegangan 
perdagangan, perubahan arsitektur keuangan internasional, dan percepatan kecerdasan buatan. Bagi 
Indonesia, konsekuensinya bersifat ganda. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi membuat pertumbuhan, nilai 
tukar, harga pangan, biaya energi, dan arus modal mudah dipengaruhi perkembangan eksternal. Di sisi lain, 
ukuran pasar domestik, kekayaan sumber daya, struktur demografi, dan posisi geografis memberikan ruang 
untuk membangun ketahanan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Pertanyaan kebijakan yang paling penting 
karena itu bukan apakah Indonesia dapat menghindari ketidakpastian, melainkan bagaimana negara, dunia 
usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat mengelolanya agar perubahan eksternal menjadi pendorong 
transformasi produktif. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Gagasan membangun ekonomi Indonesia dalam situasi seperti ini memerlukan pergeseran dari pendekatan 
reaktif menuju pendekatan antisipatif. Pendekatan reaktif menunggu tekanan muncul, kemudian merespons 
melalui subsidi sementara, pengetatan moneter, pembatasan impor, atau paket stimulus. Instrumen tersebut 
tetap diperlukan dalam keadaan tertentu, tetapi tidak cukup untuk membentuk kemampuan jangka panjang. 
Pendekatan antisipatif memandang stabilitas, produktivitas, diversifikasi, kapasitas teknologi, dan 
kepercayaan institusional sebagai satu sistem. Stabilitas tanpa transformasi hanya mempertahankan struktur 
lama; transformasi tanpa stabilitas dapat memicu inflasi, ketimpangan, dan tekanan fiskal. Indonesia 
membutuhkan kombinasi yang menjaga daya beli hari ini sambil memperbesar kemampuan produksi esok hari. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Kinerja ekonomi Indonesia selama ini menunjukkan daya tahan yang relatif baik. IMF pada Januari 2026 menilai 
pertumbuhan Indonesia tetap sekitar lima persen dengan inflasi yang terjangkar dan cadangan devisa yang 
memadai, sementara Bank Dunia juga menekankan resiliensi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian 
kebijakan global. Namun resiliensi tidak identik dengan keamanan permanen. Pertumbuhan sekitar lima persen 
dapat menjadi fondasi, tetapi belum otomatis cukup untuk menciptakan pekerjaan produktif dalam jumlah 
besar, mempercepat kenaikan pendapatan per kapita, dan membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan, 
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infrastruktur, pertahanan ekonomi, serta transisi energi. Tantangan strategisnya adalah mengubah resiliensi 
menjadi akselerasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

1. Anatomi Ketidakpastian Global 

Ketidakpastian global bekerja melalui beberapa saluran yang saling berhubungan. Saluran pertama adalah 
perdagangan. Kenaikan tarif, kebijakan industri yang diskriminatif, persyaratan kandungan lokal, dan 
pembatasan ekspor teknologi mengubah pola rantai pasok. Negara tidak lagi memilih pemasok semata-mata 
berdasarkan biaya terendah, tetapi juga berdasarkan keamanan, kedekatan politik, dan kemampuan menjamin 
kontinuitas. Konsep friend-shoring, near-shoring, dan de-risking menunjukkan bahwa efisiensi ekonomi kini 
dinegosiasikan dengan pertimbangan geopolitik. Bagi Indonesia, perubahan ini dapat mengurangi pasar bagi 
produk tertentu, tetapi juga membuka peluang relokasi industri dan diversifikasi pemasok global. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Saluran kedua adalah keuangan. Perbedaan arah suku bunga negara maju, perubahan persepsi risiko, dan 
meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah di berbagai negara dapat memicu perpindahan modal 
secara cepat. Dampaknya terlihat pada volatilitas nilai tukar, imbal hasil obligasi, biaya pendanaan korporasi, 
dan sentimen pasar. Bank Indonesia melaporkan bahwa kondisi eksternal pada 2026 menuntut penguatan 
neraca pembayaran karena surplus perdagangan menyempit dan arus modal sempat keluar. Keadaan ini 
menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan moneter, kecukupan cadangan devisa, kedalaman pasar keuangan 
domestik, dan koordinasi kebijakan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
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publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Saluran ketiga adalah energi dan pangan. Konflik di wilayah penghasil minyak, gangguan jalur pelayaran, cuaca 
ekstrem, serta pembatasan ekspor bahan pangan dapat menaikkan harga internasional dalam waktu singkat. 
Indonesia memiliki produksi energi dan pangan, tetapi juga masih bergantung pada impor untuk komoditas, 
bahan baku, teknologi, dan produk tertentu. Karena itu, kenaikan harga global dapat berpindah ke inflasi 
domestik, subsidi, biaya logistik, dan kesejahteraan rumah tangga. Ketahanan pangan dan energi tidak berarti 
menutup perdagangan, melainkan membangun kombinasi produksi domestik yang efisien, cadangan strategis, 
sumber impor yang beragam, serta mekanisme perlindungan sosial yang tepat sasaran. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

Saluran keempat adalah teknologi. Kecerdasan buatan, robotika, komputasi awan, semikonduktor, dan data 
telah menjadi instrumen daya saing sekaligus objek persaingan geopolitik. Negara yang menguasai infrastruktur 
komputasi, talenta, standar, dan ekosistem inovasi dapat memperbesar produktivitas. Negara yang hanya 
menjadi pengguna akhir berisiko membayar rente teknologi, kehilangan data bernilai tinggi, dan mengalami 
polarisasi pasar kerja. Oleh sebab itu, agenda teknologi Indonesia harus melampaui digitalisasi administrasi. 
Yang diperlukan adalah industrialisasi digital: kemampuan menciptakan solusi, mengembangkan model bisnis, 
mengelola data secara berdaulat, dan mengintegrasikan teknologi ke sektor produksi nyata. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

2. Posisi Awal Ekonomi Indonesia 

Indonesia memasuki era ketidakpastian dengan beberapa kekuatan mendasar. Pasar domestik yang besar 
memberikan bantalan ketika permintaan eksternal melemah. Struktur konsumsi rumah tangga yang dominan 
membuat stabilitas pendapatan dan harga domestik sangat menentukan pertumbuhan. Sumber daya mineral, 
kehutanan, kelautan, pertanian, dan energi menyediakan basis bagi industrialisasi. Keanggotaan dalam G20, 
ASEAN, dan berbagai kemitraan ekonomi memperluas ruang diplomasi. Selain itu, pertumbuhan kelas 
menengah, urbanisasi, dan penetrasi digital menciptakan permintaan terhadap layanan modern, pendidikan, 
kesehatan, keuangan, logistik, dan industri kreatif. 
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Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Namun kekuatan tersebut disertai kelemahan struktural. Produktivitas tenaga kerja masih berbeda lebar 
antarwilayah dan antarsektor. Sebagian besar pekerja berada di sektor informal dengan perlindungan sosial 
dan peluang peningkatan keterampilan yang terbatas. Industri manufaktur menghadapi masalah biaya logistik, 
kedalaman rantai pasok, kualitas keterampilan, kepastian regulasi, dan ketergantungan terhadap barang 
modal impor. Penerimaan negara relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan, sehingga kualitas 
belanja menjadi sangat penting. Kesenjangan pendidikan dan kesehatan mengurangi kemampuan penduduk 
memanfaatkan teknologi baru. Apabila kelemahan ini tidak diperbaiki, pertumbuhan dapat bertahan tetapi 
transformasi menuju negara berpendapatan tinggi akan melambat. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Posisi awal juga harus dibaca secara spasial. Jawa tetap menjadi pusat ekonomi, populasi, manufaktur, dan 
layanan modern, sedangkan banyak wilayah luar Jawa menjadi pemasok komoditas dengan nilai tambah 
terbatas. Ketimpangan semacam ini menimbulkan biaya ekonomi karena migrasi, kepadatan, tekanan 
infrastruktur, dan hilangnya peluang lokal. Pembangunan wilayah tidak cukup dilakukan dengan membagi 
anggaran secara administratif. Ia memerlukan pembentukan koridor ekonomi yang menghubungkan 
pelabuhan, kota, kawasan produksi, perguruan tinggi, jaringan energi, dan pasar. Desentralisasi harus 
menghasilkan kapasitas, bukan hanya pemindahan kewenangan. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 
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3. Paradigma Kebijakan: Stabilitas yang Transformatif 

Paradigma stabilitas yang transformatif memadukan tiga horizon. Horizon pertama adalah perlindungan jangka 
pendek terhadap guncangan. Pemerintah dan bank sentral perlu menjaga inflasi, likuiditas, sistem keuangan, 
distribusi pangan, dan kelompok rentan. Horizon kedua adalah adaptasi jangka menengah melalui pengalihan 
sumber daya ke sektor yang lebih produktif, peningkatan keterampilan, dan perbaikan iklim investasi. Horizon 
ketiga adalah pembentukan kemampuan jangka panjang, termasuk riset, teknologi, kualitas institusi, 
ketahanan iklim, dan akumulasi modal manusia. Ketiga horizon harus berjalan serempak karena penundaan 
investasi jangka panjang atas nama stabilitas dapat justru memperbesar kerentanan di masa depan. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Kebijakan juga harus dinilai berdasarkan efek sistemiknya. Sebuah subsidi dapat menahan harga, tetapi jika 
bersifat universal dan berkepanjangan dapat mengurangi ruang untuk pendidikan atau infrastruktur. Sebuah 
proyek besar dapat meningkatkan permintaan, tetapi jika kandungan impornya tinggi dan keterkaitan lokalnya 
rendah, efek penggandanya terbatas. Hilirisasi dapat meningkatkan ekspor, tetapi jika tidak disertai transfer 
teknologi, pengembangan pemasok domestik, dan standar lingkungan, nilai tambah yang tertinggal di dalam 
negeri tidak maksimal. Dengan demikian, setiap kebijakan perlu memiliki teori perubahan yang menjelaskan 
hubungan antara anggaran, aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Pemerintah perlu mengembangkan budaya kebijakan berbasis bukti dan pembelajaran. Ketidakpastian 
membuat perencanaan deterministik menjadi rapuh. Rencana pembangunan harus dilengkapi skenario, 
indikator peringatan dini, ruang penyesuaian, dan evaluasi berkala. Kebijakan yang tidak efektif harus dapat 
dihentikan tanpa dianggap sebagai kekalahan politik. Sebaliknya, eksperimen lokal yang berhasil perlu 
diperluas secara bertahap. Dalam konteks ini, fleksibilitas bukan inkonsistensi; fleksibilitas adalah 
kemampuan mengubah instrumen sambil mempertahankan tujuan strategis. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 
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4. Menjaga Stabilitas Makroekonomi 

Stabilitas harga merupakan prasyarat bagi pertumbuhan inklusif karena inflasi bertindak seperti pajak regresif 
terhadap rumah tangga berpendapatan rendah. Strategi inflasi Indonesia perlu membedakan tekanan 
permintaan, tekanan biaya, dan gangguan pasokan. Suku bunga efektif untuk mengelola ekspektasi dan 
permintaan, tetapi tidak dapat menghasilkan beras, memperbaiki pelabuhan, atau membuka jalan yang 
terputus. Karena itu koordinasi pengendalian inflasi pusat-daerah, tata kelola stok, informasi produksi, 
transportasi antarpulau, dan perdagangan harus diperkuat. Inflasi pangan yang rendah dan stabil akan 
meningkatkan legitimasi kebijakan ekonomi lebih nyata daripada sekadar pencapaian indikator agregat. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Stabilitas nilai tukar juga perlu dipahami secara seimbang. Rupiah yang terlalu volatil meningkatkan 
ketidakpastian biaya impor dan pembayaran utang, tetapi mempertahankan tingkat tertentu dengan menguras 
cadangan dapat tidak berkelanjutan. Kebijakan yang tepat adalah mengurangi volatilitas berlebihan, 
memperdalam pasar valuta asing, mendorong lindung nilai, dan memperbesar penerimaan devisa yang stabil. 
Devisa hasil ekspor perlu dikelola agar mendukung likuiditas domestik tanpa mengurangi insentif usaha. 
Diversifikasi ekspor dan pengembangan pariwisata berkualitas, jasa digital, serta layanan profesional dapat 
membuat sumber devisa lebih beragam. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Sistem keuangan harus tetap sehat sekaligus mampu membiayai transformasi. Penyaluran kredit tidak cukup 
diukur dari pertumbuhannya; kualitas alokasi sangat menentukan. Kredit yang terkonsentrasi pada konsumsi 
atau aset dapat meningkatkan risiko tanpa memperbesar kapasitas produksi. Kebijakan makroprudensial, 
penjaminan, pembiayaan rantai pasok, obligasi daerah yang bertanggung jawab, dan instrumen pembiayaan 
hijau dapat mengarahkan dana ke sektor produktif. UMKM membutuhkan pembiayaan yang dipadukan dengan 
data transaksi, pendampingan, standardisasi, dan akses pasar agar kredit berubah menjadi peningkatan 
produktivitas, bukan hanya penambahan utang. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
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wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

5. Kebijakan Fiskal dan Ruang Prioritas 

APBN adalah instrumen stabilisasi, alokasi, distribusi, dan transformasi. Dalam kondisi ketidakpastian, 
tuntutan terhadap APBN meningkat: melindungi masyarakat, menjaga momentum ekonomi, membiayai 
prioritas politik, dan mempertahankan kredibilitas utang. Outlook APBN 2026 yang dilaporkan Kementerian 
Keuangan menunjukkan defisit diperkirakan sekitar 2,85 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih berada 
dalam batas hukum, tetapi menunjukkan pentingnya disiplin karena ruang fiskal dapat cepat menyempit ketika 
pendapatan melemah, biaya bunga naik, atau subsidi meningkat. Kualitas fiskal karena itu harus dinilai dari 
komposisi dan dampak, bukan hanya besarnya defisit. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Prioritas fiskal pertama adalah belanja dengan pengganda tinggi dan manfaat jangka panjang: kesehatan dasar, 
pendidikan bermutu, konektivitas, air bersih, sanitasi, riset terapan, dan perlindungan sosial adaptif. Prioritas 
kedua adalah pemeliharaan aset. Indonesia sering lebih tertarik membangun proyek baru daripada memelihara 
jalan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan sistem digital yang sudah ada. Padahal pemeliharaan yang baik 
memperpanjang umur aset dan memberikan hasil lebih cepat. Prioritas ketiga adalah belanja katalitik yang 
menarik investasi swasta, bukan menggantikannya. Pemerintah perlu hadir pada risiko yang tidak dapat 
ditanggung pasar, tetapi menghindari dominasi yang mengurangi kompetisi. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Pada sisi pendapatan, reformasi perpajakan harus memperluas basis secara adil, memperbaiki kepatuhan, 
mengurangi kebocoran, dan menyederhanakan proses. Digitalisasi administrasi pajak dapat membantu, tetapi 
harus disertai kualitas data, perlindungan hak wajib pajak, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang 
kredibel. Insentif pajak seharusnya memiliki masa berlaku, sasaran, dan evaluasi. Insentif yang tidak 



MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL  |  PROF. IR. RUDY C. TARUMINGKENG, PhD  |  IBM-ASMI 

12 

menghasilkan investasi tambahan hanya memindahkan sumber daya publik menjadi keuntungan privat. 
Penerimaan bukan tujuan yang berdiri sendiri; ia adalah fondasi kontrak sosial ketika masyarakat melihat pajak 
diterjemahkan menjadi layanan yang dapat dipercaya. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

6. Produktivitas sebagai Mesin Utama 

Dalam jangka panjang, perbedaan pendapatan antarnegara terutama ditentukan oleh produktivitas. Indonesia 
tidak dapat terus mengandalkan ekspansi tenaga kerja, eksploitasi sumber daya, dan pembangunan fisik tanpa 
peningkatan efisiensi. Produktivitas tumbuh ketika pekerja memiliki keterampilan lebih baik, perusahaan 
memakai teknologi yang tepat, manajemen membaik, infrastruktur mengurangi biaya, dan institusi 
memfasilitasi persaingan sehat. Agenda produktivitas perlu diukur secara sektoral dan regional karena 
hambatan pabrik manufaktur berbeda dari hambatan petani, rumah sakit, sekolah, atau perusahaan digital. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Peningkatan kualitas manajemen sering kurang mendapat perhatian dibandingkan pembiayaan dan teknologi. 
Banyak perusahaan membeli perangkat lunak, mesin, atau sistem kecerdasan buatan tanpa mengubah proses 
kerja, tata keputusan, struktur insentif, dan kompetensi. Akibatnya, teknologi menjadi biaya tambahan. 
Program peningkatan produktivitas harus mencakup praktik manajemen operasi, pengendalian mutu, 
perencanaan permintaan, pemeliharaan, analitik data, tata kelola SDM, dan inovasi. Perguruan tinggi 
manajemen, termasuk IBM-ASMI, dapat berperan sebagai pusat difusi praktik manajemen bagi UMKM, 
koperasi, badan usaha daerah, dan organisasi publik. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Produktivitas sektor publik sama pentingnya. Perizinan yang lambat, data yang tidak terhubung, pengadaan 
yang tidak efisien, dan koordinasi antarinstansi menimbulkan biaya ekonomi tersembunyi. Reformasi birokrasi 
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harus bergeser dari penambahan aplikasi menuju penyederhanaan proses end-to-end. Indikator kinerja perlu 
mengukur waktu layanan, biaya kepatuhan, kualitas hasil, kepuasan pengguna, dan penyelesaian masalah. 
Digitalisasi yang hanya memindahkan formulir kertas ke layar tidak dapat disebut transformasi. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

7. Reindustrialisasi dan Hilirisasi Cerdas 

Industrialisasi tetap penting karena manufaktur memiliki keterkaitan luas, kapasitas ekspor, pembelajaran 
teknologi, dan kemampuan menciptakan pekerjaan formal. Namun industrialisasi abad ke-21 berbeda dari 
masa lalu. Otomasi mengurangi kebutuhan pekerja pada sebagian proses; standar karbon dan keterlacakan 
menjadi syarat pasar; layanan digital menyatu dengan produk fisik; dan rantai pasok mempertimbangkan 
keamanan. Indonesia perlu memilih bidang yang menggabungkan keunggulan sumber daya, pasar, 
keterampilan, dan peluang teknologi, bukan mengejar semua industri secara bersamaan. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Hilirisasi harus dinilai dari kedalaman nilai tambah. Mengubah bijih menjadi produk antara adalah langkah 
awal, tetapi manfaat terbesar muncul ketika terdapat pemasok lokal, rekayasa, desain, riset, pemeliharaan, 
logistik, pembiayaan, dan produk akhir. Kebijakan hilirisasi perlu menetapkan peta jalan peningkatan 
kompleksitas, target transfer pengetahuan, dan pengembangan tenaga ahli. Kewajiban yang terlalu kaku dapat 
menghambat investasi, sedangkan insentif tanpa syarat dapat menghasilkan enclave industri. Kontrak 
kebijakan yang seimbang mengaitkan dukungan negara dengan kinerja nyata. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Reindustrialisasi juga harus mencakup agroindustri, industri maritim, kesehatan, farmasi, alat kesehatan, 
ekonomi sirkular, material maju, dan manufaktur digital. Agroindustri dapat memperpanjang umur simpan, 
mengurangi kehilangan pascapanen, dan meningkatkan pendapatan petani. Industri maritim memanfaatkan 
posisi kepulauan untuk perkapalan, perikanan berkelanjutan, logistik, dan bioteknologi laut. Industri kesehatan 
mengurangi kerentanan terhadap gangguan impor. Diversifikasi ini membuat ekonomi tidak terlalu bergantung 
pada satu komoditas atau satu pasar. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

8. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Lokal 

UMKM menyerap tenaga kerja besar, tetapi banyak yang beroperasi dengan produktivitas rendah. Kebijakan 
UMKM sering terfragmentasi menjadi pelatihan singkat, pameran, kredit, dan bantuan peralatan tanpa jalur 
peningkatan kelas yang jelas. Pendekatan baru harus berbasis ekosistem. Pelaku usaha memerlukan kepastian 
permintaan, standardisasi, teknologi, pembiayaan, desain produk, logistik, akuntansi, dan jejaring. Integrasi ke 
rantai pasok perusahaan besar dan pengadaan pemerintah dapat menjadi sekolah produktivitas apabila 
kontrak, pembayaran, dan standar dirancang secara adil. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Digitalisasi UMKM tidak boleh direduksi menjadi pembuatan akun marketplace. Nilai utama digitalisasi adalah 
data dan integrasi proses: pencatatan persediaan, analisis pelanggan, pembayaran, perpajakan, pembelian, 
serta akses pembiayaan. Namun platform juga dapat menciptakan ketergantungan melalui biaya, algoritma, 
dan kepemilikan data. Pemerintah perlu memastikan interoperabilitas, kompetisi platform, perlindungan 
konsumen, dan literasi data. Kedaulatan digital pada tingkat UMKM berarti pelaku usaha memahami dan dapat 
memanfaatkan data usahanya sendiri. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Koperasi dapat menjadi instrumen agregasi, terutama bagi petani, nelayan, pekerja, dan produsen kecil. 
Namun koperasi hanya efektif bila memiliki tata kelola profesional, transparansi, dan disiplin bisnis. 
Romantisisme sosial tanpa manajemen akan menghasilkan kelemahan. Model koperasi modern dapat 
menggunakan kontrak digital, pembelian bersama, gudang, pengolahan, merek kolektif, dan pemasaran 
ekspor. Pendidikan manajemen koperasi harus mempertemukan nilai kebersamaan dengan kompetensi 
komersial. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

9. Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan memiliki empat dimensi: ketersediaan, akses, pemanfaatan gizi, dan stabilitas. 
Swasembada pada satu komoditas tidak otomatis menjamin ketahanan apabila harga tidak terjangkau, 
distribusi buruk, atau pola konsumsi tidak sehat. Indonesia perlu mengembangkan pangan berdasarkan 
keragaman agroekologi, termasuk beras, jagung, sagu, umbi, sorgum, protein hewani, ikan, buah, dan sayur. 
Diversifikasi konsumsi mengurangi risiko iklim dan impor sekaligus memperbaiki gizi. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Transformasi pertanian memerlukan konsolidasi layanan, bukan selalu konsolidasi kepemilikan. Petani kecil 
dapat mempertahankan lahan tetapi memperoleh manfaat skala melalui koperasi mesin, pengadaan input, 
penyuluhan digital, irigasi bersama, gudang, dan kontrak penjualan. Sistem informasi produksi dan harga harus 
dapat dipercaya agar keputusan tanam lebih rasional. Asuransi pertanian, pembiayaan musiman, dan 
penelitian varietas tahan iklim perlu diperkuat. Regenerasi petani akan terjadi bila pertanian menjadi usaha 
berteknologi dan menguntungkan, bukan melalui kampanye moral semata. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
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publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Cadangan pangan pemerintah perlu dikelola dengan prinsip transparansi dan rotasi yang baik. Intervensi harga 
harus melindungi konsumen dan produsen tanpa mematikan insentif. Impor dapat digunakan sebagai 
instrumen stabilisasi ketika produksi terganggu, tetapi keputusan harus berbasis data dan dilakukan tepat 
waktu. Keterlambatan sering membuat impor datang setelah harga melonjak atau bersamaan dengan panen. 
Tata kelola pangan yang kredibel mengurangi ruang spekulasi dan politisasi. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

10. Ketahanan Energi dan Transisi 

Ketahanan energi mencakup ketersediaan, keterjangkauan, akses, dan keberlanjutan. Indonesia masih 
menghadapi dilema antara kebutuhan energi murah untuk pertumbuhan dan kewajiban menurunkan emisi. 
Penyelesaian dilema bukan memilih salah satu, melainkan mengelola transisi berurutan. Energi terbarukan 
harus dipercepat di wilayah dan sektor yang sudah kompetitif, jaringan listrik perlu diperkuat, penyimpanan dan 
fleksibilitas sistem dikembangkan, sementara penggunaan energi fosil secara bertahap dibuat lebih efisien dan 
berkurang. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Subsidi energi perlu diarahkan kepada penerima, bukan komoditas. Subsidi komoditas cenderung dinikmati 
lebih besar oleh rumah tangga yang mengonsumsi lebih banyak dan dapat mengurangi insentif efisiensi. 
Peralihan ke transfer yang tepat sasaran harus dilakukan hati-hati, didukung data sosial yang mutakhir, 
komunikasi, dan transportasi publik. Penghematan subsidi dapat dialihkan ke listrik desa, jaringan, energi 
bersih, dan perlindungan kelompok rentan. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Transisi energi juga merupakan strategi industri. Indonesia dapat mengembangkan komponen pembangkit, 
baterai, kendaraan listrik, perangkat efisiensi, bahan bakar rendah karbon, dan jasa rekayasa. Namun kebijakan 
harus memperhitungkan siklus teknologi dan risiko aset terdampar. Keputusan investasi yang terlalu 
tergantung pada satu teknologi dapat mahal. Portofolio riset dan proyek percontohan yang beragam lebih 
sesuai dengan kondisi ketidakpastian. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

11. Infrastruktur dan Logistik Kepulauan 

Sebagai negara kepulauan, biaya logistik Indonesia dipengaruhi oleh ketidakseimbangan arus barang, kualitas 
pelabuhan, konektivitas antarmoda, jadwal kapal, pergudangan, dan administrasi. Pembangunan pelabuhan 
tanpa volume atau jaringan hinterland dapat menghasilkan aset yang kurang dimanfaatkan. Perencanaan harus 
dimulai dari aliran komoditas dan kebutuhan industri, kemudian menentukan kombinasi pelabuhan, jalan, 
kereta, kapal, gudang dingin, dan sistem informasi. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Infrastruktur digital kini sama pentingnya dengan infrastruktur fisik. Konektivitas broadband, pusat data, 
identitas digital, pembayaran, dan keamanan siber menentukan kemampuan wilayah berpartisipasi dalam 
ekonomi modern. Namun konektivitas tanpa keterampilan dan aplikasi produktif hanya meningkatkan 
konsumsi konten. Program perlu menghubungkan jaringan dengan sekolah, puskesmas, UMKM, pertanian, dan 
pelayanan publik. Indikator keberhasilan bukan sekadar jumlah menara, tetapi peningkatan hasil belajar, 
kualitas kesehatan, produktivitas usaha, dan efisiensi layanan. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
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publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Pembiayaan infrastruktur membutuhkan pemilahan proyek. Proyek dengan arus kas dapat menggunakan kerja 
sama pemerintah dan badan usaha, sementara proyek sosial memerlukan APBN atau APBD. Risiko 
permintaan, konstruksi, lahan, nilai tukar, dan regulasi harus dialokasikan kepada pihak yang mampu 
mengelolanya. Jaminan pemerintah tidak boleh menjadi pengganti analisis kelayakan. Transparansi kewajiban 
kontinjensi penting untuk menjaga kesehatan fiskal. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

12. Ekonomi Digital dan Kecerdasan Buatan 

Ekonomi digital Indonesia tumbuh cepat, tetapi nilai tambah tidak otomatis tertahan di dalam negeri. Sebagian 
keuntungan dapat mengalir kepada pemilik platform, infrastruktur komputasi, dan kekayaan intelektual di luar 
negeri. Strategi digital harus membangun lapisan kemampuan nasional: konektivitas, komputasi awan, pusat 
data efisien, keamanan siber, interoperabilitas, talenta, riset, serta perusahaan yang mampu menciptakan 
produk. Regulasi perlu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Kecerdasan buatan dapat meningkatkan produktivitas melalui prediksi permintaan, otomasi administrasi, 
diagnosis, personalisasi pembelajaran, pemeliharaan prediktif, dan optimasi logistik. Namun dampaknya 
bergantung pada kualitas data dan proses. Organisasi harus memulai dari masalah bisnis atau pelayanan, 
bukan dari teknologi. Sistem AI juga memerlukan audit bias, keamanan, akuntabilitas, dan mekanisme 
pengawasan manusia. Penggunaan AI yang tidak transparan pada kredit, rekrutmen, pendidikan, dan layanan 
publik dapat memperbesar ketidakadilan. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Kebijakan pasar kerja harus mengantisipasi perubahan tugas, bukan hanya hilangnya pekerjaan. Banyak profesi 
akan mengalami pembagian kerja baru antara manusia dan mesin. Pendidikan dan pelatihan harus 
mengembangkan kemampuan analitis, komunikasi, kreativitas, etika, serta literasi data. Program reskilling 
perlu terhubung dengan kebutuhan perusahaan dan memberi pengakuan kompetensi. Perlindungan sosial 
yang portabel membantu pekerja berpindah sektor tanpa jatuh ke kemiskinan. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

13. Modal Manusia: Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan 

Pertumbuhan berkualitas bergantung pada manusia yang sehat, terdidik, dan mampu belajar sepanjang hayat. 
Belanja pendidikan yang besar belum tentu menghasilkan pembelajaran apabila tata kelola, kualitas guru, 
kepemimpinan sekolah, kurikulum, dan evaluasi lemah. Fokus harus bergeser dari jumlah tahun sekolah ke 
penguasaan literasi, numerasi, sains, digital, dan karakter. Intervensi usia dini memiliki hasil tinggi karena 
membentuk fondasi kognitif dan kesehatan. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Pendidikan tinggi perlu terhubung dengan ekosistem inovasi. Perguruan tinggi tidak boleh hanya menghasilkan 
ijazah dan publikasi, tetapi juga talenta, pemecahan masalah, kewirausahaan, dan kebijakan berbasis bukti. 
Kemitraan dengan industri perlu melindungi kebebasan akademik sambil memperkuat relevansi. Program studi 
manajemen harus mengajarkan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, analitik, teknologi, 
keberlanjutan, dan etika. IBM-ASMI dapat mengambil posisi sebagai laboratorium manajemen terapan bagi 
organisasi Indonesia. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
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publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Kesehatan adalah investasi produktivitas. Stunting, anemia, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan 
kesehatan mental mengurangi kemampuan belajar dan bekerja. Sistem kesehatan primer harus diperkuat agar 
pencegahan dan deteksi dini mengurangi biaya rumah sakit. Digitalisasi kesehatan memerlukan standar data 
dan privasi. Kebijakan gizi harus menyatukan pangan, sanitasi, pendidikan, kesehatan ibu-anak, dan 
perlindungan sosial. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

14. Pasar Kerja dan Perlindungan Sosial Adaptif 

Pasar kerja Indonesia menghadapi tantangan penciptaan pekerjaan formal, mismatch keterampilan, dan 
dominasi pekerjaan berproduktivitas rendah. Strategi pekerjaan tidak cukup melalui pelatihan; ia harus 
terhubung dengan strategi sektor. Pelatihan pengelasan tidak berguna tanpa proyek dan industri yang 
menyerap pengelas. Pemerintah perlu memetakan permintaan kompetensi berdasarkan kawasan ekonomi, 
investasi, dan teknologi, kemudian mengarahkan lembaga vokasi dan insentif perusahaan. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Perlindungan sosial adaptif diperlukan karena guncangan dapat berasal dari pandemi, bencana, harga, konflik, 
atau perubahan teknologi. Sistem harus mampu memperluas cakupan dengan cepat ketika indikator 
menunjukkan krisis. Hal ini memerlukan registri sosial dinamis, pembayaran digital, mekanisme pengaduan, 
dan koordinasi pusat-daerah. Bantuan harus melindungi konsumsi dasar tanpa menciptakan ketergantungan; 
hubungan dengan layanan kerja, pendidikan, dan kesehatan perlu dibangun. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Pekerja platform dan pekerja mandiri membutuhkan skema perlindungan portabel. Hubungan kerja digital 
sering tidak sesuai dengan kategori tradisional karyawan atau pengusaha. Regulasi harus memastikan 
transparansi algoritma, keselamatan, kontribusi jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa tanpa 
mematikan fleksibilitas. Dialog sosial antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja tetap relevan pada ekonomi 
digital. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

15. Investasi, Kepastian Hukum, dan Persaingan 

Investasi mengikuti peluang, tetapi bertahan karena kepercayaan. Kepastian hukum tidak berarti aturan tidak 
pernah berubah; ia berarti perubahan dilakukan secara transparan, konsisten, konsultatif, dan memberi waktu 
adaptasi. Tumpang tindih aturan pusat-daerah, penegakan selektif, dan proses sengketa yang lama 
meningkatkan premi risiko. Reformasi perlu memperkuat kualitas regulasi, bukan sekadar mengurangi jumlah 
izin. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Investasi berkualitas dinilai dari tambahan kapasitas, produktivitas, pekerjaan, keterkaitan lokal, ekspor, dan 
transfer teknologi. Angka komitmen investasi harus dibedakan dari realisasi dan dampaknya. Pemerintah dapat 
menyusun kontrak kinerja untuk insentif besar, disertai pelaporan terbuka. Kawasan ekonomi khusus perlu 
dievaluasi berdasarkan ekosistem, bukan luas lahan atau jumlah izin. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 
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Persaingan sehat mendorong inovasi dan menurunkan biaya. Kebijakan industri kadang menciptakan pemain 
dominan yang dilindungi terlalu lama. Perlindungan sementara harus memiliki batas waktu dan target 
pembelajaran. Otoritas persaingan perlu mampu mengawasi ekonomi digital, merger, integrasi vertikal, dan 
penyalahgunaan data. Negara yang kuat bukan negara yang menggantikan pasar, tetapi negara yang 
membentuk pasar agar kompetitif dan sejalan dengan tujuan publik. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

16. Perdagangan dan Diplomasi Ekonomi 

Dalam dunia yang terfragmentasi, diplomasi ekonomi menjadi bagian dari kebijakan industri. Indonesia perlu 
mempertahankan keterbukaan strategis: bekerja sama dengan berbagai blok tanpa ketergantungan berlebihan 
pada satu negara. Diversifikasi pasar ekspor, pemasok teknologi, sumber energi, dan pembiayaan mengurangi 
risiko. ASEAN dapat menjadi basis produksi dan pasar yang lebih terintegrasi apabila hambatan non-tarif, 
logistik, dan standar diselaraskan. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Perjanjian perdagangan harus diikuti strategi pemanfaatan. Banyak UMKM tidak menggunakan preferensi tarif 
karena tidak memahami aturan asal barang, standar, dan prosedur. Pemerintah, asosiasi, perguruan tinggi, 
serta penyedia logistik dapat membangun layanan ekspor terpadu. Diplomasi standar juga penting karena 
persyaratan karbon, keamanan pangan, data, dan keberlanjutan dapat menjadi hambatan baru. Indonesia 
harus ikut membentuk standar, bukan hanya mematuhinya. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Kebijakan ekspor bahan mentah dapat mendorong hilirisasi, tetapi juga memicu sengketa dan biaya 
penyesuaian. Instrumen harus mempertimbangkan kewajiban internasional dan ketersediaan kapasitas 
domestik. Kombinasi tarif, insentif investasi, infrastruktur, dan pengembangan keterampilan sering lebih 
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fleksibel daripada larangan absolut. Tujuan akhirnya adalah kemampuan industri, bukan pembatasan itu 
sendiri. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

17. Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular 

Perubahan iklim merupakan risiko ekonomi melalui bencana, gagal panen, kerusakan pesisir, gangguan 
kesehatan, dan aset terdampar. Adaptasi harus masuk ke perencanaan pembangunan dan anggaran. 
Infrastruktur perlu menggunakan standar ketahanan iklim; data risiko harus memengaruhi tata ruang dan 
pembiayaan. Investasi adaptasi sering tidak menghasilkan pendapatan langsung, tetapi menghindari kerugian 
besar. Karena itu negara dan lembaga keuangan pembangunan memiliki peran penting. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Ekonomi hijau menciptakan peluang pada energi bersih, efisiensi, transportasi, bangunan, pertanian 
regeneratif, dan jasa lingkungan. Ekonomi biru memanfaatkan laut tanpa merusak kemampuan regenerasinya 
melalui perikanan berkelanjutan, konservasi, pariwisata, energi laut, dan bioteknologi. Keduanya harus 
melibatkan masyarakat lokal dan mengakui hak akses. Pertumbuhan yang mengeluarkan masyarakat dari 
wilayah hidupnya bukan transformasi inklusif. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Ekonomi sirkular mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dan impor melalui desain ulang, 
penggunaan kembali, perbaikan, remanufaktur, dan daur ulang. Kebijakan tanggung jawab produsen, standar 
material, dan pengadaan hijau dapat menciptakan pasar. Sektor informal pengelola sampah perlu 
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diintegrasikan secara bermartabat. Sirkularitas bukan sekadar pengelolaan limbah; ia adalah strategi 
produktivitas sumber daya. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

18. Pembangunan Wilayah dan Kota 

Ketidakpastian global memperkuat pentingnya ekonomi lokal yang beragam. Daerah yang bergantung pada 
satu komoditas mudah mengalami penurunan pendapatan ketika harga jatuh. Pemerintah daerah perlu 
menyusun strategi diversifikasi berdasarkan aset nyata, keterampilan, konektivitas, dan pasar. Klaster tidak 
dapat diciptakan hanya dengan penetapan kawasan; klaster tumbuh dari interaksi perusahaan, pemasok, 
lembaga pendidikan, pembiayaan, dan pemerintah. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Kota adalah mesin produktivitas karena mempertemukan manusia dan ide, tetapi kemacetan, perumahan 
mahal, polusi, dan banjir dapat menghapus manfaat aglomerasi. Kebijakan perkotaan harus mengintegrasikan 
transportasi publik, perumahan, tata ruang, ruang hijau, air, dan pekerjaan. Kota sekunder perlu diperkuat agar 
urbanisasi tidak terkonsentrasi. Konektivitas digital dapat mendukung distribusi kegiatan jasa ke berbagai 
wilayah. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Transfer ke daerah perlu lebih kuat terkait hasil. Daerah dengan kapasitas rendah membutuhkan 
pendampingan, bukan hanya aturan tambahan. Data kinerja layanan harus terbuka dan dapat dibandingkan. 
Inovasi daerah yang berhasil perlu direplikasi dengan mempertimbangkan konteks. Otonomi yang bertanggung 
jawab menggabungkan kebebasan bereksperimen dengan akuntabilitas. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
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menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

19. Tata Kelola BUMN dan Danantara 

BUMN memiliki peran strategis pada infrastruktur, energi, keuangan, dan layanan dasar, tetapi juga 
menghadapi risiko konflik antara tujuan komersial dan penugasan publik. Setiap penugasan harus transparan, 
memiliki kompensasi, dan dievaluasi. Tata kelola dewan, pengungkapan, serta disiplin investasi penting agar 
BUMN tidak menjadi sumber risiko fiskal. Kehadiran negara harus menambah kemampuan yang tidak 
disediakan pasar, bukan menghambat pelaku swasta yang efisien. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Pengelolaan aset negara melalui kendaraan investasi seperti Danantara berpotensi meningkatkan 
profesionalisme, koordinasi, dan pembiayaan jangka panjang. Namun manfaat tersebut bergantung pada 
mandat yang jelas, independensi profesional, transparansi, manajemen risiko, dan pengawasan demokratis. 
Konsolidasi aset tidak otomatis menciptakan nilai. Nilai muncul dari perbaikan strategi, tata kelola, sinergi yang 
nyata, dan keputusan investasi yang disiplin. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

BUMD juga perlu mendapat perhatian karena menjadi penyedia air, transportasi, pasar, dan layanan lokal. 
Banyak BUMD menghadapi skala kecil dan intervensi politik. Model kepemilikan bersama antardaerah, kontrak 
kinerja, dan profesionalisasi dapat meningkatkan efisiensi. Dividen tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran 
karena layanan publik memiliki manfaat sosial. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
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dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

20. Institusi, Korupsi, dan Kepercayaan 

Kepercayaan adalah modal ekonomi. Masyarakat dan investor mengambil keputusan berdasarkan keyakinan 
bahwa aturan berlaku, kontrak dihormati, dan kebijakan tidak berubah karena kepentingan sempit. Korupsi 
menambah biaya, menurunkan kualitas proyek, dan mengarahkan talenta ke aktivitas pencarian rente. 
Pencegahan harus mengubah sistem insentif melalui transparansi, digitalisasi, audit berbasis risiko, 
perlindungan pelapor, dan penegakan yang independen. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Pengadaan publik merupakan titik strategis karena volume belanja besar. Sistem elektronik dapat 
meningkatkan transparansi, tetapi kolusi dapat berpindah ke spesifikasi, prakualifikasi, atau perubahan 
kontrak. Data pengadaan perlu dianalisis untuk mendeteksi pola harga, pemenang berulang, dan konsentrasi. 
Profesionalisasi pejabat pengadaan serta keterbukaan pemilik manfaat perusahaan memperkuat integritas. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Kualitas institusi juga ditentukan oleh kemampuan koordinasi. Banyak masalah lintas sektor tidak memiliki satu 
pemilik: stunting, logistik, transisi energi, atau ekonomi digital. Pemerintah perlu membangun mekanisme misi 
dengan target bersama, data tunggal, dan akuntabilitas kolektif. Koordinasi bukan menambah rapat, tetapi 
menyelaraskan anggaran, regulasi, dan keputusan. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
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dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

21. Skenario Ekonomi 2026-2030 

Perencanaan skenario membantu menghadapi ketidakpastian tanpa berpura-pura mengetahui masa depan. 
Skenario dasar mengasumsikan pertumbuhan global lemah tetapi tidak terjadi krisis besar, harga komoditas 
berfluktuasi moderat, dan pertumbuhan Indonesia bertahan sekitar lima persen. Dalam skenario ini, reformasi 
produktivitas menentukan apakah pertumbuhan dapat meningkat. Kebijakan harus menjaga stabilitas sambil 
mempercepat proyek yang siap dan memperbaiki kualitas investasi. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Skenario tekanan membayangkan eskalasi konflik, lonjakan energi, pelemahan perdagangan, dan arus modal 
keluar. Respons perlu mengutamakan pasokan pangan-energi, likuiditas, perlindungan sosial, dan prioritisasi 
belanja. Proyek dengan manfaat rendah dapat ditunda, sementara pemeliharaan dan layanan dasar 
dipertahankan. Komunikasi kebijakan harus menjelaskan trade-off untuk menjaga kepercayaan. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Skenario peluang membayangkan relokasi rantai pasok, percepatan teknologi hijau, dan peningkatan 
permintaan terhadap mineral, produk pangan, serta jasa digital. Indonesia harus memiliki daftar proyek, lokasi, 
keterampilan, dan standar yang siap agar peluang tidak lewat. Kecepatan penting, tetapi seleksi kualitas lebih 
penting. Investasi yang merusak lingkungan atau menciptakan ketergantungan baru dapat menjadi beban. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

22. Arsitektur Implementasi 

Strategi ekonomi sering gagal bukan karena tujuan salah, tetapi karena implementasi terfragmentasi. Arsitektur 
implementasi memerlukan prioritas terbatas, pemilik hasil, peta jalan, anggaran, indikator, dan mekanisme 
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eskalasi masalah. Setiap prioritas nasional harus diterjemahkan menjadi portofolio program lintas kementerian 
dan daerah. Unit pelaksana perlu memiliki kewenangan dan kapasitas analitis, bukan hanya fungsi pelaporan. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Indikator harus membedakan input, output, outcome, dan impact. Jumlah pelatihan adalah output; kenaikan 
produktivitas dan pendapatan adalah outcome. Jumlah kilometer jalan adalah output; penurunan waktu 
tempuh dan biaya logistik adalah outcome. Pengukuran yang tepat mencegah organisasi mengejar aktivitas 
yang mudah dilaporkan. Dashboard publik dapat meningkatkan akuntabilitas, tetapi data harus diaudit. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Evaluasi independen perlu menjadi bagian dari siklus anggaran. Program besar dapat diuji melalui evaluasi 
proses, dampak, dan biaya-manfaat. Hasil negatif harus digunakan untuk perbaikan. Budaya belajar 
memerlukan perlindungan bagi birokrat yang melakukan eksperimen bertanggung jawab. Tanpa ruang belajar, 
organisasi akan memilih prosedur aman meskipun hasilnya buruk. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

23. Peran Dunia Usaha 

Dunia usaha tidak hanya menunggu kebijakan; perusahaan membentuk ketahanan ekonomi melalui investasi, 
inovasi, pelatihan, dan tata kelola rantai pasok. Perusahaan perlu melakukan stress test terhadap energi, kurs, 
pemasok, siber, dan permintaan. Diversifikasi pemasok, persediaan strategis, kontrak fleksibel, dan 
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perencanaan skenario mengurangi risiko. Ketahanan tidak berarti memaksimalkan stok, tetapi merancang 
pilihan. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

Perusahaan juga perlu meningkatkan produktivitas melalui digitalisasi yang berorientasi proses. Investasi 
teknologi harus disertai redesign pekerjaan dan pelatihan. Dewan direksi perlu memahami risiko AI, iklim, dan 
geopolitik. Pelaporan keberlanjutan seharusnya membantu keputusan, bukan menjadi dokumen kepatuhan. 
Perusahaan yang mengabaikan pekerja dan komunitas akan menghadapi risiko sosial dan reputasi. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM harus melampaui program tanggung jawab sosial. 
Pengembangan pemasok melalui standar, kontrak jangka menengah, akses teknologi, dan pembayaran tepat 
waktu menghasilkan manfaat ekonomi. Perusahaan besar memperoleh rantai pasok yang lebih resilien, 
sedangkan UMKM mendapat jalur peningkatan kelas. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

24. Peran Perguruan Tinggi dan IBM-ASMI 

Perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai infrastruktur pengetahuan bagi transformasi ekonomi. Riset perlu 
diarahkan pada masalah nyata tanpa kehilangan kedalaman akademik. Laboratorium kebijakan, klinik bisnis, 
pusat data regional, dan kemitraan industri dapat mempercepat difusi pengetahuan. Dosen dan mahasiswa 
dapat membantu UMKM, pemerintah daerah, rumah sakit, sekolah, dan organisasi sosial mengukur kinerja 
serta merancang inovasi. 

Dari perspektif manajemen strategis, persoalan ini menuntut keselarasan antara tujuan, sumber daya, 
kapabilitas, dan mekanisme umpan balik. Organisasi publik maupun privat perlu membedakan risiko yang 
dapat dicegah, risiko strategis yang sengaja diambil, dan risiko eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Setiap 
kategori memerlukan respons berbeda. Risiko yang dapat dicegah dikelola melalui kepatuhan dan kontrol; 
risiko strategis melalui batas toleransi dan portofolio; sedangkan risiko eksternal melalui skenario, cadangan, 
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asuransi, dan fleksibilitas. Kesalahan umum adalah menggunakan satu instrumen untuk semua risiko sehingga 
organisasi menjadi terlalu kaku pada hal kecil tetapi tidak siap menghadapi perubahan besar. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 

IBM-ASMI memiliki peluang untuk memperkuat posisi pada manajemen terapan di era AI. Kurikulum dapat 
mengintegrasikan strategi, analitik, operasi, kewirausahaan, keberlanjutan, etika, dan transformasi digital. 
Pembelajaran berbasis kasus Indonesia penting agar mahasiswa memahami kompleksitas institusi lokal. 
Executive education dapat membantu pimpinan organisasi melakukan reskilling. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Perguruan tinggi juga harus menjadi contoh tata kelola. Keputusan akademik perlu berbasis data, integritas 
dijaga, dan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. AI dapat membantu pembelajaran, tetapi tidak 
menggantikan proses berpikir. Pendidikan manajemen yang baik membentuk kemampuan menilai trade-off, 
mengajukan pertanyaan, dan bertanggung jawab atas konsekuensi keputusan. 

Penggunaan data dapat memperbaiki keputusan, tetapi data tidak pernah sepenuhnya netral. Definisi 
indikator, cakupan sampel, dan cara pengukuran memengaruhi kesimpulan. Pemerintah dan perusahaan perlu 
menggabungkan data kuantitatif dengan pengetahuan lapangan. Mekanisme pengaduan masyarakat, 
wawancara pengguna, dan observasi proses dapat mengungkap masalah yang tidak terlihat dalam dashboard. 
Tata kelola data juga harus menjamin privasi, keamanan, interoperabilitas, dan akuntabilitas akses. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

25. Agenda Kebijakan Prioritas 

Agenda pertama adalah menjaga stabilitas pangan, energi, harga, dan sistem keuangan. Agenda kedua adalah 
meningkatkan produktivitas melalui kualitas manajemen, keterampilan, teknologi, dan infrastruktur. Agenda 
ketiga adalah memperdalam industrialisasi dan diversifikasi ekspor. Agenda keempat adalah memperkuat 
modal manusia. Agenda kelima adalah memperbaiki kualitas fiskal dan institusi. Kelima agenda saling 
bergantung; kemajuan parsial akan terbatas jika komponen lain tertinggal. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi berhasil ketika kebijakan cukup konsisten untuk 
membangun ekspektasi, tetapi cukup adaptif untuk memperbaiki kesalahan. Konsistensi tujuan tidak identik 
dengan kekakuan instrumen. Pemerintah dapat mempertahankan arah industrialisasi atau dekarbonisasi 
sambil menyesuaikan teknologi, insentif, dan jadwal berdasarkan bukti. Pendekatan ini mengurangi risiko 
terjebak pada proyek yang sudah kehilangan relevansi. 
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Untuk dua tahun pertama, pemerintah perlu memusatkan perhatian pada reformasi yang memberi hasil cepat 
sekaligus membangun fondasi: perbaikan data sosial, pemeliharaan infrastruktur, penyederhanaan proses 
perizinan, pengembangan pemasok lokal, peningkatan kualitas pelatihan berbasis permintaan, dan penguatan 
layanan kesehatan primer. Proyek mercusuar harus diseleksi ketat agar tidak menggeser investasi dasar. 

Kapasitas institusional menjadi kendala yang sering lebih menentukan daripada kekurangan dana. Anggaran 
besar tidak menjamin hasil apabila organisasi tidak mampu merancang proyek, mengelola kontrak, mengawasi 
mutu, dan memelihara aset. Investasi pada kompetensi aparatur, sistem pengadaan, manajemen proyek, dan 
kepemimpinan perlu dipandang sebagai investasi ekonomi. Biaya administrasi yang baik jauh lebih kecil 
daripada kerugian akibat proyek gagal. 

Dimensi distribusi harus selalu dipertimbangkan. Kebijakan yang efisien secara agregat dapat menghasilkan 
kelompok pemenang dan pihak yang menanggung biaya penyesuaian. Tanpa kompensasi dan jalur transisi, 
reformasi yang secara ekonomi masuk akal dapat kehilangan dukungan sosial. Oleh sebab itu, komunikasi 
publik, bantuan sementara, pelatihan, dan konsultasi bukan tambahan kosmetik, melainkan bagian dari desain 
kebijakan. Legitimasi menentukan daya tahan reformasi ketika hasilnya baru muncul setelah beberapa tahun. 

Dalam horizon lima sampai sepuluh tahun, Indonesia perlu membangun kemampuan riset, pendidikan, energi 
bersih, kota produktif, dan institusi yang dapat dipercaya. Target pertumbuhan tinggi hanya kredibel jika 
didukung produktivitas dan pembiayaan. Pertumbuhan delapan persen tidak dapat dicapai berkelanjutan 
melalui ekspansi fiskal semata; ia memerlukan peningkatan investasi swasta, efisiensi, ekspor, dan kualitas 
manusia. 

Keterkaitan antara pusat dan daerah sangat penting. Kebijakan nasional menetapkan arah, tetapi implementasi 
berlangsung pada lokasi yang memiliki kondisi sosial, ekologis, dan institusional berbeda. Standar minimum 
perlu dikombinasikan dengan ruang adaptasi lokal. Pemerintah pusat dapat menyediakan data, pembiayaan, 
dan dukungan teknis, sementara daerah bertanggung jawab atas desain yang sesuai konteks dan hasil layanan. 
Hubungan ini harus berbasis kemitraan dan akuntabilitas, bukan sekadar instruksi administratif. 

Penutup 

Membangun ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global berarti membangun kemampuan untuk 
menyerap guncangan, menyesuaikan diri, dan menciptakan peluang. Ketahanan bukan keadaan statis, 
melainkan proses belajar. Negara yang tangguh tidak berusaha meramalkan setiap kejadian, tetapi memiliki 
institusi, sumber daya, dan pilihan untuk merespons. Indonesia mempunyai modal besar, tetapi modal 
tersebut harus diubah menjadi produktivitas, kesejahteraan, dan kepercayaan. 

Strategi yang disarankan dalam artikel ini menempatkan stabilitas dan transformasi sebagai dua sisi dari 
kebijakan yang sama. Stabilitas melindungi masyarakat dan memberi kepastian; transformasi memperbesar 
kapasitas ekonomi agar stabilitas tidak terus dibeli dengan subsidi dan utang. Keduanya membutuhkan tata 
kelola yang transparan, koordinasi, data, evaluasi, dan partisipasi. Pembangunan bukan sekadar daftar proyek, 
melainkan pembentukan kemampuan nasional. 

Pada akhirnya, kualitas ekonomi tercermin pada kehidupan manusia: apakah pekerjaan menjadi lebih 
produktif, pangan terjangkau, pendidikan membuka masa depan, kesehatan terlindungi, lingkungan terjaga, 
dan institusi dapat dipercaya. Ketidakpastian global akan terus hadir dalam berbagai bentuk. Tugas Indonesia 
bukan menunggu dunia menjadi pasti, melainkan membangun ekonomi yang cukup cerdas, fleksibel, adil, dan 
kuat untuk maju di tengah ketidakpastian itu sendiri. 
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Pendalaman Lintas-Bab: Prinsip Pengambilan Keputusan di Bawah 

Ketidakpastian 

Pendalaman: Pendahuluan: Ketidakpastian sebagai Kondisi Struktural 

Dalam konteks pendahuluan: ketidakpastian sebagai kondisi struktural, kebijakan harus memperhitungkan 
urutan pelaksanaan. Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan 
gangguan, sedangkan reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik 
dimulai dengan pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; 
kemudian perluasan berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik 
keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda 
kurang ambisius. Ia merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah 
transformasi. Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan 
kontrak jangka panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, 
perusahaan cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam pendahuluan: ketidakpastian sebagai kondisi struktural perlu dilihat sebagai 
portofolio. APBN, APBD, perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, 
dan investasi langsung memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang 
bank, dan tidak semua kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik 
untuk menanggung risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi 
pembagian risiko harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek 
memiliki tata kelola dan arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan 
biaya dan kewajiban. Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan 
sebelum keputusan. Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu 
mengendalikan dan menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara 
formal. 

Pendalaman: 1. Anatomi Ketidakpastian Global 

Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 1. anatomi ketidakpastian global harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 1. anatomi ketidakpastian global juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
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Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 2. Posisi Awal Ekonomi Indonesia 
Dimensi teknologi pada 2. posisi awal ekonomi indonesia harus menggunakan prinsip tepat guna. Teknologi 
paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur tidak 
tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 2. posisi awal ekonomi indonesia pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga dan 
perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 3. Paradigma Kebijakan: Stabilitas yang Transformatif 
Dalam konteks 3. paradigma kebijakan: stabilitas yang transformatif, kebijakan harus memperhitungkan urutan 
pelaksanaan. Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan 
gangguan, sedangkan reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik 
dimulai dengan pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; 
kemudian perluasan berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik 
keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda 
kurang ambisius. Ia merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah 
transformasi. Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan 
kontrak jangka panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, 
perusahaan cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 3. paradigma kebijakan: stabilitas yang transformatif perlu dilihat sebagai portofolio. 
APBN, APBD, perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan 
investasi langsung memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang 
bank, dan tidak semua kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik 
untuk menanggung risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi 
pembagian risiko harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek 
memiliki tata kelola dan arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan 
biaya dan kewajiban. Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan 
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sebelum keputusan. Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu 
mengendalikan dan menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara 
formal. 

Pendalaman: 4. Menjaga Stabilitas Makroekonomi 
Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 4. menjaga stabilitas makroekonomi harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 4. menjaga stabilitas makroekonomi juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 5. Kebijakan Fiskal dan Ruang Prioritas 
Dimensi teknologi pada 5. kebijakan fiskal dan ruang prioritas harus menggunakan prinsip tepat guna. Teknologi 
paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur tidak 
tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 5. kebijakan fiskal dan ruang prioritas pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga dan 
perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 
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Pendalaman: 6. Produktivitas sebagai Mesin Utama 

Dalam konteks 6. produktivitas sebagai mesin utama, kebijakan harus memperhitungkan urutan pelaksanaan. 
Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan gangguan, sedangkan 
reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik dimulai dengan 
pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; kemudian perluasan 
berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik keputusan untuk 
melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda kurang ambisius. Ia 
merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah transformasi. 
Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan kontrak jangka 
panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, perusahaan 
cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 6. produktivitas sebagai mesin utama perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, APBD, 
perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi langsung 
memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan tidak semua 
kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk menanggung 
risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi pembagian risiko 
harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek memiliki tata kelola dan 
arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan biaya dan kewajiban. 
Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan sebelum keputusan. 
Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu mengendalikan dan 
menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara formal. 

Pendalaman: 7. Reindustrialisasi dan Hilirisasi Cerdas 
Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 7. reindustrialisasi dan hilirisasi cerdas harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 7. reindustrialisasi dan hilirisasi cerdas juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 
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Pendalaman: 8. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Lokal 

Dimensi teknologi pada 8. umkm, koperasi, dan ekonomi lokal harus menggunakan prinsip tepat guna. 
Teknologi paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur 
tidak tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 8. umkm, koperasi, dan ekonomi lokal pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga 
dan perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 9. Ketahanan Pangan 

Dalam konteks 9. ketahanan pangan, kebijakan harus memperhitungkan urutan pelaksanaan. Reformasi yang 
dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan gangguan, sedangkan reformasi yang 
terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik dimulai dengan pembenahan data, 
aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; kemudian perluasan berdasarkan hasil. 
Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik keputusan untuk melanjutkan, 
mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda kurang ambisius. Ia merupakan 
cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah transformasi. Dunia usaha juga 
memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan kontrak jangka panjang dapat 
disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, perusahaan cenderung menunda 
investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas implementasi menjadi aset 
ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 9. ketahanan pangan perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, APBD, perbankan, pasar 
modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi langsung memiliki karakter 
risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan tidak semua kegiatan layak 
menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk menanggung risiko awal, 
membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi pembagian risiko harus 
transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek memiliki tata kelola dan arus 
hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan biaya dan kewajiban. Analisis 
nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan sebelum keputusan. Prinsip 
utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu mengendalikan dan menyerapnya, 
bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara formal. 
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Pendalaman: 10. Ketahanan Energi dan Transisi 

Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 10. ketahanan energi dan transisi harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 10. ketahanan energi dan transisi juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 11. Infrastruktur dan Logistik Kepulauan 

Dimensi teknologi pada 11. infrastruktur dan logistik kepulauan harus menggunakan prinsip tepat guna. 
Teknologi paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur 
tidak tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 11. infrastruktur dan logistik kepulauan pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga 
dan perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 12. Ekonomi Digital dan Kecerdasan Buatan 

Dalam konteks 12. ekonomi digital dan kecerdasan buatan, kebijakan harus memperhitungkan urutan 
pelaksanaan. Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan 
gangguan, sedangkan reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik 
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dimulai dengan pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; 
kemudian perluasan berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik 
keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda 
kurang ambisius. Ia merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah 
transformasi. Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan 
kontrak jangka panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, 
perusahaan cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 12. ekonomi digital dan kecerdasan buatan perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, 
APBD, perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi 
langsung memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan 
tidak semua kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk 
menanggung risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi 
pembagian risiko harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek 
memiliki tata kelola dan arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan 
biaya dan kewajiban. Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan 
sebelum keputusan. Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu 
mengendalikan dan menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara 
formal. 

Pendalaman: 13. Modal Manusia: Pendidikan, Kesehatan, dan Keterampilan 

Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 13. modal manusia: pendidikan, kesehatan, dan keterampilan 
harus dinilai berdasarkan manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan 
konsumsi sesaat tetapi merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik 
akan membebani generasi berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat 
menurunkan kesempatan masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi 
pengurangan pengeluaran. Disiplin berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga 
aset, dan menghindari kewajiban yang tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan 
modal manusia, alam, sosial, dan institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam 
statistik sambil kehilangan hutan, kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang 
sesungguhnya meningkatkan keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 13. modal manusia: pendidikan, kesehatan, dan keterampilan juga memerlukan komunikasi 
publik yang jujur mengenai manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan 
keberhasilan akan kehilangan kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu 
menerangkan alasan kebijakan, data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan 
cara mengevaluasi hasil. Dialog dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah 
dapat memperbaiki desain. Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus 
menunjukkan bahwa bukti dan kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, 
kekosongan informasi cepat diisi spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian 
kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 14. Pasar Kerja dan Perlindungan Sosial Adaptif 
Dimensi teknologi pada 14. pasar kerja dan perlindungan sosial adaptif harus menggunakan prinsip tepat guna. 
Teknologi paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur 
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tidak tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 14. pasar kerja dan perlindungan sosial adaptif pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah 
tangga dan perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau 
kualitas layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 15. Investasi, Kepastian Hukum, dan Persaingan 
Dalam konteks 15. investasi, kepastian hukum, dan persaingan, kebijakan harus memperhitungkan urutan 
pelaksanaan. Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan 
gangguan, sedangkan reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik 
dimulai dengan pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; 
kemudian perluasan berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik 
keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda 
kurang ambisius. Ia merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah 
transformasi. Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan 
kontrak jangka panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, 
perusahaan cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 15. investasi, kepastian hukum, dan persaingan perlu dilihat sebagai portofolio. 
APBN, APBD, perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan 
investasi langsung memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang 
bank, dan tidak semua kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik 
untuk menanggung risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi 
pembagian risiko harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek 
memiliki tata kelola dan arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan 
biaya dan kewajiban. Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan 
sebelum keputusan. Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu 
mengendalikan dan menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara 
formal. 

Pendalaman: 16. Perdagangan dan Diplomasi Ekonomi 
Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 16. perdagangan dan diplomasi ekonomi harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
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merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 16. perdagangan dan diplomasi ekonomi juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 17. Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular 
Dimensi teknologi pada 17. ekonomi hijau, biru, dan sirkular harus menggunakan prinsip tepat guna. Teknologi 
paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur tidak 
tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 17. ekonomi hijau, biru, dan sirkular pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga dan 
perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 18. Pembangunan Wilayah dan Kota 
Dalam konteks 18. pembangunan wilayah dan kota, kebijakan harus memperhitungkan urutan pelaksanaan. 
Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan gangguan, sedangkan 
reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik dimulai dengan 
pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; kemudian perluasan 
berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik keputusan untuk 
melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda kurang ambisius. Ia 
merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah transformasi. 
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Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan kontrak jangka 
panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, perusahaan 
cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 18. pembangunan wilayah dan kota perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, APBD, 
perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi langsung 
memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan tidak semua 
kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk menanggung 
risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi pembagian risiko 
harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek memiliki tata kelola dan 
arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan biaya dan kewajiban. 
Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan sebelum keputusan. 
Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu mengendalikan dan 
menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara formal. 

Pendalaman: 19. Tata Kelola BUMN dan Danantara 
Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 19. tata kelola bumn dan danantara harus dinilai berdasarkan 
manfaat hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi 
merusak basis pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi 
berikutnya. Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan 
masa depan. Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin 
berarti memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang 
tidak transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan 
institusional, bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, 
kualitas air, kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan 
keseluruhan modal tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 19. tata kelola bumn dan danantara juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai 
manfaat, biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan 
kredibilitas ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, 
data yang dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog 
dengan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. 
Partisipasi bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 20. Institusi, Korupsi, dan Kepercayaan 
Dimensi teknologi pada 20. institusi, korupsi, dan kepercayaan harus menggunakan prinsip tepat guna. 
Teknologi paling maju belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur 
tidak tersedia. Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, 
keamanan, ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi 
penguncian pada satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan 
kemampuan internal agar organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu 
memberi ruang bagi inovasi lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. 
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Kemandirian teknologi tidak berarti menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan 
memilih, mengintegrasikan, memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 20. institusi, korupsi, dan kepercayaan pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga 
dan perusahaan. Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas 
layanan tidak berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat 
pendapatan, dan ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan 
mobilitas sosial. Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan 
kesehatan, pendidikan, akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis 
produktivitas. Namun program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya 
bukan mempertahankan masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan 
mereka berpartisipasi secara produktif. 

Pendalaman: 21. Skenario Ekonomi 2026-2030 
Dalam konteks 21. skenario ekonomi 2026-2030, kebijakan harus memperhitungkan urutan pelaksanaan. 
Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan gangguan, sedangkan 
reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik dimulai dengan 
pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; kemudian perluasan 
berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik keputusan untuk 
melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda kurang ambisius. Ia 
merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah transformasi. 
Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan kontrak jangka 
panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, perusahaan 
cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 

Aspek pembiayaan dalam 21. skenario ekonomi 2026-2030 perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, APBD, 
perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi langsung 
memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan tidak semua 
kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk menanggung 
risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi pembagian risiko 
harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek memiliki tata kelola dan 
arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan biaya dan kewajiban. 
Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan sebelum keputusan. 
Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu mengendalikan dan 
menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara formal. 

Pendalaman: 22. Arsitektur Implementasi 
Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 22. arsitektur implementasi harus dinilai berdasarkan manfaat hari 
ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi merusak basis 
pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi berikutnya. 
Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan masa depan. 
Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin berarti 
memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang tidak 
transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan institusional, 
bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, kualitas air, 
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kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan keseluruhan modal 
tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 22. arsitektur implementasi juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai manfaat, 
biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan kredibilitas 
ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, data yang 
dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog dengan 
masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. Partisipasi 
bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Pendalaman: 23. Peran Dunia Usaha 
Dimensi teknologi pada 23. peran dunia usaha harus menggunakan prinsip tepat guna. Teknologi paling maju 
belum tentu paling sesuai apabila biaya, keterampilan, pemeliharaan, dan infrastruktur tidak tersedia. 
Pemilihan teknologi perlu memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup, interoperabilitas, keamanan, 
ketergantungan pemasok, dan kemungkinan peningkatan. Standar terbuka dapat mengurangi penguncian pada 
satu vendor. Pengadaan teknologi juga harus menyertakan transfer pengetahuan dan kemampuan internal agar 
organisasi tidak menjadi pengguna pasif. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberi ruang bagi inovasi 
lokal melalui sandbox, proyek percontohan, dan akses data yang aman. Kemandirian teknologi tidak berarti 
menghasilkan semua komponen sendiri, tetapi memiliki kemampuan memilih, mengintegrasikan, 
memodifikasi, dan mengelola teknologi secara strategis. 

Keberhasilan 23. peran dunia usaha pada akhirnya harus terlihat pada tingkat rumah tangga dan perusahaan. 
Indikator agregat dapat membaik sementara pendapatan riil, keamanan kerja, atau kualitas layanan tidak 
berubah. Karena itu, evaluasi perlu memecah hasil menurut wilayah, gender, usia, tingkat pendapatan, dan 
ukuran perusahaan. Distribusi manfaat menentukan apakah pertumbuhan menghasilkan mobilitas sosial. 
Kebijakan yang berpihak pada inklusi tidak harus mengorbankan efisiensi; peningkatan kesehatan, pendidikan, 
akses keuangan, dan infrastruktur bagi kelompok tertinggal justru memperluas basis produktivitas. Namun 
program inklusif harus memiliki mekanisme keluar dan peningkatan kelas. Tujuannya bukan mempertahankan 
masyarakat dalam status penerima bantuan, melainkan memperbesar kemampuan mereka berpartisipasi 
secara produktif. 

Pendalaman: 24. Peran Perguruan Tinggi dan IBM-ASMI 
Dalam konteks 24. peran perguruan tinggi dan ibm-asmi, kebijakan harus memperhitungkan urutan 
pelaksanaan. Reformasi yang dilakukan terlalu cepat tanpa kapasitas pendukung dapat menimbulkan 
gangguan, sedangkan reformasi yang terlalu lambat membuat biaya lama terus membesar. Urutan yang baik 
dimulai dengan pembenahan data, aturan dasar, dan kelembagaan; dilanjutkan proyek percontohan; 
kemudian perluasan berdasarkan hasil. Pemerintah perlu menentukan kondisi awal, sasaran antara, dan titik 
keputusan untuk melanjutkan, mengubah, atau menghentikan program. Pendekatan bertahap bukan tanda 
kurang ambisius. Ia merupakan cara mengurangi risiko kegagalan berskala besar sambil mempertahankan arah 
transformasi. Dunia usaha juga memerlukan peta jalan yang dapat dipercaya agar investasi, pelatihan, dan 
kontrak jangka panjang dapat disusun. Ketika pemerintah sering mengubah instrumen tanpa penjelasan, 
perusahaan cenderung menunda investasi atau memilih proyek berjangka pendek. Oleh karena itu, kredibilitas 
implementasi menjadi aset ekonomi yang dapat menurunkan premi risiko dan mempercepat keputusan 
investasi. 
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Aspek pembiayaan dalam 24. peran perguruan tinggi dan ibm-asmi perlu dilihat sebagai portofolio. APBN, 
APBD, perbankan, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan pembangunan, modal ventura, dan investasi 
langsung memiliki karakter risiko serta horizon berbeda. Tidak semua proyek cocok dibiayai utang bank, dan 
tidak semua kegiatan layak menggunakan dana publik. Pemerintah dapat menggunakan dana publik untuk 
menanggung risiko awal, membangun infrastruktur bersama, atau memberikan jaminan terbatas, tetapi 
pembagian risiko harus transparan. Pembiayaan campuran dapat menarik modal swasta apabila proyek 
memiliki tata kelola dan arus hasil yang jelas. Sebaliknya, struktur yang terlalu rumit dapat menyembunyikan 
biaya dan kewajiban. Analisis nilai untuk uang, keterjangkauan fiskal, serta dampak distribusi harus dilakukan 
sebelum keputusan. Prinsip utamanya adalah menempatkan risiko pada pihak yang paling mampu 
mengendalikan dan menyerapnya, bukan sekadar memindahkan risiko keluar dari neraca pemerintah secara 
formal. 

Pendalaman: 25. Agenda Kebijakan Prioritas 

Dari sudut pandang keadilan antargenerasi, 25. agenda kebijakan prioritas harus dinilai berdasarkan manfaat 
hari ini dan konsekuensi jangka panjang. Kebijakan yang meningkatkan konsumsi sesaat tetapi merusak basis 
pajak, sumber daya alam, kualitas pendidikan, atau kesehatan publik akan membebani generasi berikutnya. 
Sebaliknya, penghematan yang mengurangi investasi dasar juga dapat menurunkan kesempatan masa depan. 
Karena itu, disiplin ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi pengurangan pengeluaran. Disiplin berarti 
memilih pengeluaran yang menghasilkan kemampuan, menjaga aset, dan menghindari kewajiban yang tidak 
transparan. Pengukuran kekayaan nasional perlu memasukkan modal manusia, alam, sosial, dan institusional, 
bukan hanya aset fisik. Indonesia dapat tumbuh tinggi dalam statistik sambil kehilangan hutan, kualitas air, 
kepercayaan, atau kapasitas belajar. Pembangunan yang sesungguhnya meningkatkan keseluruhan modal 
tersebut secara seimbang. 

Pelaksanaan 25. agenda kebijakan prioritas juga memerlukan komunikasi publik yang jujur mengenai manfaat, 
biaya, dan ketidakpastian. Komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan akan kehilangan kredibilitas 
ketika masyarakat mengalami kondisi berbeda. Pemerintah perlu menerangkan alasan kebijakan, data yang 
dipakai, kelompok yang terdampak, mekanisme kompensasi, dan cara mengevaluasi hasil. Dialog dengan 
masyarakat, akademisi, pelaku usaha, pekerja, dan pemerintah daerah dapat memperbaiki desain. Partisipasi 
bukan berarti semua tuntutan harus diterima, tetapi keputusan harus menunjukkan bahwa bukti dan 
kepentingan yang relevan telah dipertimbangkan. Dalam era media sosial, kekosongan informasi cepat diisi 
spekulasi. Transparansi yang tepat waktu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan memperkuat kepercayaan. 

Matriks Strategi Prioritas 

Bidang Masalah Utama 
Tindakan 2026-
2027 

Hasil 2030 Indikator Kunci 

Makroekonomi Volatilitas harga, 
kurs, dan modal 

Koordinasi 
moneter-fiskal; 
penguatan 
pasokan; 
pendalaman pasar 

Inflasi dan 
pembiayaan stabil 

Inflasi pangan, 
volatilitas kurs, 
spread 

Fiskal Ruang prioritas 
terbatas 

Review belanja; 
pajak berbasis 

Belanja lebih 
produktif 

Tax ratio, belanja 
modal manusia, 
outcome 
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data; kurangi 
subsidi universal 

Industri Nilai tambah dan 
pemasok lokal 
dangkal 

Peta jalan hilirisasi; 
pengembangan 
pemasok; transfer 
teknologi 

Manufaktur 
kompleks dan 
ekspor beragam 

Produktivitas, 
ekspor manufaktur, 
local content 

Pangan Produktivitas dan 
distribusi lemah 

Irigasi, data 
produksi, gudang, 
koperasi layanan 

Harga stabil dan 
gizi membaik 

Yield, loss 
pascapanen, inflasi 
pangan 

Energi Ketergantungan 
fosil dan subsidi 

Jaringan, energi 
terbarukan, subsidi 
tepat sasaran 

Energi terjangkau 
dan rendah karbon 

Bauran energi, 
intensitas energi, 
akses 

Digital/AI Kesenjangan 
kemampuan dan 
risiko data 

Talenta, cloud, 
interoperabilitas, 
tata kelola AI 

Produktivitas 
digital inklusif 

Adopsi produktif, 
talenta, insiden 
siber 

SDM Learning loss dan 
mismatch 

Usia dini, guru, 
vokasi berbasis 
permintaan, 
kesehatan primer 

Tenaga kerja 
adaptif 

Learning outcome, 
formalitas, 
produktivitas 

Institusi Koordinasi dan 
kepercayaan 

Misi lintas 
lembaga; evaluasi; 
pengadaan 
transparan 

Kebijakan 
konsisten dan 
kredibel 

Waktu layanan, 
kualitas proyek, 
kepuasan publik 
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Glossarium 

Adaptasi iklim: Penyesuaian sistem ekonomi dan sosial untuk mengurangi kerugian akibat perubahan iklim. 

AI atau kecerdasan buatan: Sistem komputasi yang melakukan tugas seperti prediksi, klasifikasi, generasi 
konten, atau pengambilan keputusan. 

Arus modal: Pergerakan dana lintas negara dalam bentuk investasi langsung, portofolio, pinjaman, atau 
instrumen lain. 

Cadangan devisa: Aset valuta asing yang dikuasai bank sentral untuk mendukung stabilitas eksternal. 

De-risking: Strategi mengurangi ketergantungan dan risiko rantai pasok tanpa sepenuhnya memutus hubungan 
ekonomi. 

Ekonomi biru: Pemanfaatan sumber daya laut secara produktif dengan menjaga kesehatan ekosistem. 

Ekonomi hijau: Sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sambil mengurangi emisi, polusi, dan 
kerusakan ekologis. 

Ekonomi sirkular: Model produksi-konsumsi yang mempertahankan nilai material melalui pengurangan, 
penggunaan ulang, perbaikan, dan daur ulang. 

Friend-shoring: Penataan rantai pasok pada negara yang dianggap memiliki hubungan politik dan keamanan 
yang dekat. 

Hilirisasi: Peningkatan pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. 

Inflasi inti: Inflasi yang mencerminkan tekanan mendasar setelah komponen bergejolak dan harga yang diatur 
dikeluarkan. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem, data, atau organisasi untuk saling terhubung dan bekerja bersama. 

Kebijakan makroprudensial: Kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. 

Ketahanan ekonomi: Kemampuan ekonomi menyerap guncangan, pulih, dan beradaptasi. 

Local content: Proporsi input, tenaga kerja, teknologi, atau jasa domestik dalam produksi. 

Near-shoring: Pemindahan kegiatan produksi ke negara yang secara geografis lebih dekat. 

Produktivitas: Besarnya output yang dihasilkan dari sejumlah input. 

Reshoring: Pengembalian kegiatan produksi ke negara asal perusahaan. 

Reskilling: Pelatihan untuk memperoleh keterampilan baru agar dapat menjalankan pekerjaan berbeda. 

Ruang fiskal: Kemampuan pemerintah menambah belanja atau menurunkan pajak tanpa merusak 
keberlanjutan fiskal. 

Stabilitas transformatif: Pendekatan yang menjaga stabilitas jangka pendek sekaligus membangun kapasitas 
produktif jangka panjang. 

Stress test: Simulasi dampak skenario buruk terhadap keuangan, operasi, atau sistem. 

Up-skilling: Peningkatan keterampilan untuk memperbaiki kinerja pada pekerjaan yang sama atau 
berkembang. 

Value chain: Rangkaian kegiatan dari input, produksi, distribusi, hingga layanan yang menciptakan nilai. 
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